
 

 

  

  

GUBERNUR JAWA TENGAH  

  

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  

  

    NOMOR    

  

TENTANG  

  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 57  

TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BELANJA OPERASIONAL DAN 

HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,  

  

  

   

Menimbang  

  

: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran 

perencanaan dan pelaksanaan penganggaran pada Badan  

 Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah 

dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, 

terutama berkaitan dengan Belanja Operasional dan 

Honorarium, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Belanja 

Operasional Dan Honorarium Pada Badan Layanan Umum 

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Provinsi Jawa Tengah;  

  

  

  

  b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama 
adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah 
sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, 
oleh karena itu perlu adanya perubahan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat 

berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Belanja 
Operasional Dan Honorarium Pada Badan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan  

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;  

DRAFT 



Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara republik Indonesia Nomor 6856);  

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan  

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 

6856);  

3. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 

 tentang   

 Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan  

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun  

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 

6856);  

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  

2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6867);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang  

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang  

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran  

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 



Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

  

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor  

63);   

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);   

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah;   

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 

tentang Standar Belanja Operasional Dan Honorarium 

Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 

Daerah  

Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor  

57);  

  

MEMUTUSKAN :  

  

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 57 TAHUN 
2020 TENTANG STANDAR BELANJA OPERASIONAL DAN 
HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA 
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.  

  

  

Pasal I  

  

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 

Tentang Standar Belanja Operasional Dan Honorarium Pada Badan Layanan 

Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 

57), diubah menjadi sebagai berikut:  

  

Pasal 2  

  

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan standarisasi honorarium pada 

BLUD RSUD dan RSJD.  



  
  

(2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  

  

a. RSUD Dr. Moewardi;  

b. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;  

c. RSUD dr. Adhyatma, MPH;  

d. RSUD Dr. Rehatta .  

  

(3) RSJD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  

a. RSJD Dr. Amino Gondohutomo;  

b. RSJD Dr. Arif Zainuddin;  

c. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi  

(4) Standarisasi Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini.  

  

Pasal II  

  

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.   

  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa 

Tengah.  

  

  

Ditetapkan di Semarang pada 

tanggal   

  

GUBERNUR JAWA TENGAH,  

  

  

  

  

GANJAR PRANOWO  

  

Diundangkan di Semarang pada 

tanggal    

  

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  

JAWA TENGAH,  

  

  

  

SUMARNO  

  

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR …  


